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Kriteria Perusahaan Wajib Menerapkan SMK 3 

Wajib bagi perusahaan: 

 Memperkerjakan pekerja/buruh 
paling sedikit 100 orang; atau 

 Mempunyai tingkat potensi bahaya 
tinggi. 

 

Yang dimaksud dengan ’’ tingkat potensi bahaya tinggi’’ adalah 
potensi perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat 
mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia, 
terganggunya proses produksi, dan pencemaran lingkungan 
kerja. 

• Kepmenaker No. 186/Men/1999 tentang Pengendalian 
Kebakaran di tempat kerja. 

• Kepmenaker No. 187/Men/ 1999 tentang Pengendalian BKB 
di tempat kerja. 

 



Kepmenaker No. 186/Men/1999 tentang Pengendalian Kebakaran di Tempat Kerja 

Pasal 4 

 



Kepmenaker No. 187/Men/1999 tentang Pengendalian BKB di Tempat Kerja 

 

 

 

 

Pasal 15 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Ambang Kuantitas (NAK) 

NAK adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk 
menetapkan potensi bahaya kimia di tempat kerja. 



Sanksi Tidak Menerapkan SMK 3 

 

 

Pasal 190 UU No 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

 

 

Pengawasan 

Pengawasan SMK 3 dilakukan oleh pengawas 
ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten sesuai 
dengan kewenangannya.   

 



Teori Penerapan SMK 3 

Pasal 2 PP. 50 Tahun 2012 

Penerapan SMK 3 bertujuan untuk: 

 Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, 

terukur, terstruktur, dan terintegrasi. 

 Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan 

unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh, serta 

 Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong 

produktivitas. 

 

 

 

 

 

 



Manfaat Penerapan SMK 3 



Prinsip Penerapan SMK 3 



1. Penetapan Kebijakan K3 

 Melakukan tinjauan awal K3 meliputi: 

  Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko 

  Perbandingan penetapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik, 

  Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan, 

  Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan   

     keselamatan, 

  Penilaian efisien dan efektivitas sumber daya yang disediakan. 

  Memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus. 

  Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh/ serikat pekerja/serikat buruh, 

  Kebijakan memuat Visi, Tujuan Perusahaan, Komitme, Kerangka , dan   

     Program Kerja.      

   

 

 

 

 

 

5 Prinsip Penerapan SMK 3 



2.  Perencanaan K3 

 Bertujuan menghasilkan rencana K3 

 Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh perusahaan/pengusaha dengan mangacu pada   

  kebijakan K3 yang telah ditetapkan 

 Harus melibatkan Ahli K3, Panitia Pembina K3, Wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang 

terkait di Perusahaan. 

 Perencanaan K3 memuat: 

o Tujuan 

o Sasaran 

o Upaya Pengendalian Bahaya 

o Penetapan Sumber Daya 

o Jangka waktu pelaksanaan 

o Indikator pencapaian 

o Sistem pertanggungjawaban 

 

 

   

 

 

 

 

 

5 Prinsip Penerapan SMK 3 



3.  Pelaksanaan K3 

 Dilakukan oleh pengusaha berdasarkan rencana K3, didukung oleh sumber daya manusia  

  di bidang K3, sarana dan prasarana seperti adanya organisasi bidang K3, anggaran dana,  

  prosedur, instruksi kerja, dll. 

 Kegiatan-kegiatan dalam Pelaksanaan K3 meliputi: 

a. Tindakan pengendalian 

b. Perancangan/design dan rekayasa 

c. Prosedur dan Instruksi kerja 

d. Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan 

e. Pembelian/pengadaan barang dan jasa 

f. Produk akhir 

g. Upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri 

h. Rencana pemulihan keadaan darurat 

 

 

   

 

 

 

 

 

5 Prinsip Penerapan SMK 3 



Lanjutan 

 Kegiatan harus dilakukan berdasarkan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian 

risiko, serta berdasarkan potensi bahaya, investigasi, dan analisa kecelakaan. 

 Dalam pelaksanaan K3, perusahaan harus 

• Menunjuk SDM yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3. 

• Melibatkan seluruh pekerja/buruh 

• Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain 

pekerja/buruh yang berada di perusahaan dan pihak terkait 

• Membuat prosedur informasi 

• Membuat prosedur pelaporan 

• Mendokumentasikan seluruh kegiatan 

 

 

   

 

 

 

 

 

5 Prinsip Penerapan SMK 3 



4.  Pemantauan dan Evaluasi K3 

 Dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 

dilakukan oleh SDM yang kompeten. 

 Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pengusaha/perusahaan, 

sehingga dapat dijadikan landasan pertimbangan untuk melakukan tindakan perbaikan 

 Pemantaun dan evaluasi wajib dilakukan. 

 

   

 

 

 

 

 

5 Prinsip Penerapan SMK 3 



5.  Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3 

 Bertujuan untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penetapan SMK3, dan digunakan 

untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja 

 Dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

 Perbaikan yang dimaksud dilakukan berdasarkan perubahan perundangan, perubahan 

produk, perubahan struktur, hasil kajian kecelakaan kerja, dll. 

   

 

 

 

 

 

5 Prinsip Penerapan SMK 3 



 Pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kinerja yang telah 

ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan 

dalam penerapan SMK3 di perusahaan. 

 Perusahaan yang telah melaksanakan penerapan SMK3, selanjutkan dinilai penerapan SMK3 

melalui Audit Eksternal oleh lembaga audit yang telah diakreditasi atau ditunjuk oleh 

Menteri. 

   

 

 

 

 

 

 Penilaian/ Audit SMK 3 



 Masa proses Sertifikat SMK3 adalah 1 (satu) tahun setelah hasil Audit Eksternal setelah 

persyaratan lengkap. 

 Selama menunggu penerbitan sertifikat SMK3, perusahaan akan mendapatkan surat 

keterangan hasil audit SMK3. 

 Masa berlaku Sertifikat SMK3 adalah 3 (tiga)   tahun. 

 

 

 

 

 Sertifikat SMK 3 



 Dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota sesuai 

kewenangannnya. 

 Hasil pengawasan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembinaan. 

Pengawasan meliputi: 

 Pembangunan dan terjaminnya komitmen 

 Organisasi 

 SDM 

 Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3 

 Keamanan bekerja 

 Pemeriksaan, pengujian, pengukuran penerapan SMK3 

 Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri 

 Pelaporan dan perbaikan kekurangan 

 Tindak lanjut audit 

   

 

 

 

 

 

 Pengawasan SMK 3 



• Eliminasi  

     Memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya, misalnya memperkenalkan perangkat – 

     perangkat mekanis untuk menghilangkan bahaya penanganan manual; 

• Substitusi  

     Mengganti bahan yang kurang berbahaya atau mengurangi energi sistem (misalnya  

     menurunkan gaya arus listrik, tekanan, suhu,dll; 

• Kontrol teknik 

     Memasang sistem ventilasi, penjagaan mesin, interlock, dll. 

• Papan nama, peringatan, dan/atau kontrol administratif 

     Rambu keselamatan, penandaan area berbahaya, marka untuk setapak pejalan kaki, 
sirine/lampu peringatan, alarm, prosedur keselamatan, inspeksi peralatan, kontrol akses, 
sistem kerja yang aman, penandaan dan izin kerja, dll. 

• Alat Pelindung Diri (APD) 

     Kacamata pengaman, pelindung pendengaran, pelindung wajah, tali pengaman, dan  
sarung tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirarki Kontrol 



 

 

 

 

HAZARD 

Situasi fisik yang memiliki potensi menyebabkan 

kerugian pada manusia, lingkungan, dan aset. 

Hazard dapat berupa bahan kimia, bagian mesin, bentuk energi, metode 
kerja dan situasi kerja 

 

 

 



 Pahami pengertian dari Bahaya 

 Identifikasi bahaya yang ada atau akan ada dari: 

 Semua aktivitas rutin dan non rutin 

 Semua aktivitas orang yang terkait dengan area kerja termasuk visitor 

 Faktor kebiasaan, kemampuan dan faktor manusia lainnya 

 Yang ditimbulkan/berasal dari pihak luar yang dapat mempengaruhi keselamatan dan 
kesehatan karyawan 

 Yang ditimbulkan dari tempat kerja 

 Infrastruktur, peralatan dan material yang digunakan di tempat kerja 

 Desain area kerja, proses, instalasi mesin-mesin, termasuk adaptasi kemampuan manusia. 

 

 

 

 

 

Identifikasi Bahaya 



Langkah-Langkah yang dilakukan Jika Terdapat Potensi  Bahaya 



Metode atau teknik untuk mengidentifikasi kejadian atau kondisi yang 

berpotensi memiliki risiko bahaya dengan melihat karakteristik bahaya yang 

mungkin terjadi dan mengevaluasi risiko yang terjadi melalui penilaian risiko 

dengan menggunakan matriks risiko (Susihono dan Akbar, 2013). 

 

 

 

HIRA ( Hazzard Indentification and Risk Assement) 



Dilakukan dengan: 

 Menentukan tingkat kemungkinannya dengan mempertimbangkan frekuensi aktivitas 

 Menentukan tingkat konsekuensi 

 Menentukan tingkat keparahannya apabila terjadi 

 Menentukan risk level dan resiko yang ada 

 

 

 

 

 

Analisi Risiko 

Risiko = Kemungkian x Keparahan 



Frekuensi/Kemungkinan 

Kemungkinan terjadinya insiden atau dampak yang mengakibatkan cidera, penyakit akibat 

kerja kerusakan harta benda, atau dampak lingkungan yang merugikan disebabkan oleh suatu 

kejadian berbahaya atau paparan bahaya. 

 

Saverity/Keparahan 

Keparahan dari cidera, penyakit akibat cidera, kerusakan harta benda, atau dampak 

lingkungan yang merugikan disebabkan oleh suatu kejadian berbahaya atau paparan bahaya 

 

Analisi Risiko 



Tingkat Frekuensi/Peluang 



Tingkat Keparahan 



Matriks Penilaian Risiko 



Contoh HIRA 



Contoh HIRA 


